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INTISARI

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan dari pengadilan
adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura, mengetahui dan mengkaji
faktor-faktor yang menjadi kendala pengadilan adat dalam menyelesaikan
sengketa tanah labe pura, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya
memperkuat kewenangan dan kedudukan pengadilan adat Gianyar dalam
menyelesaikan sengketa tanah labe pura. metode yang digunakan adalah
Penelitian penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan sosiologi
hukum dan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dari
pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura diatur dalam
Pasal 18b UUD 1945, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Desa Pakraman. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan adat dalam
menyelesaikan sengketa tanah labe pura adalah awig-awig yang ada belum
dicatatkan pada Perda Provinsi Bali, dan ketika akan dilakukannya penyelesaian
sengketa oleh pengadilan adat salah satu pihak yang bersengketa tidak pernah
menghadiri paruman (musyawarah) hal inilah yang menjadi kendala utama oleh
pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura. Upaya-upaya
untuk memperkuat pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa perlu adanya
perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman yaitu awig-awig
tidak harus dicatatkan Pada Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman,
karena awig-awig merupakan living law, dan putusan dari pengadilan adat tidak
lagi dapat diajukan ke pengadilan negara.

KataKunci : Penguatan Kewenangan, Pengadilan adat, Penyelesaian sengketa,
tanah labe pura.
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ABSTRACT

This thesis aimed to know and examine the authority from the customary court in
solving the land dispute of labepura, to know and examine factors become
obstacles of the customary court to in solving the land dispute of labepura, as well
as to know and examine the efforts to reinforce the authority and status of the
customary law of Gianyar in solving the land dispute of labepura. The method
used in the research was empirical law research, and used law sociological
approach and politic of law. The research results showed that the authority from
the customary law in solving the land disputer if labepura was set in Article 18b
of UUD 1945, Article 1 of the Law of Rl No. 6 year of 2014 on Village, and
Regional Regulation of Bali No. 3 year of 2003 on Pakraman Village. The
obstacles faced by the customary court in solving the land dispute of labepura
was the existed awig-awig which had been registered in Regional Regulation of
Province Bali, and when it would be conducted the settlement of the dispute by
the customer court one of the party who disputed never held pakraman
(deliberation). This became a main obstacle by the customary court to solve the
land dispute of labepura. The efforts to reinforce the customary law in solving the
dispute was the need for a change in Regional Regulation No. 3 year of 2003 on
Pakraman Village, that was awig-awig should not be registered on the Regional
Regulation No. 3 year of 2003 on Pakraman Village, because awig-awig was a
living law, and the ruling of the customary court can no longer be submitted to the
state courts.

Keywords: Authority reinforcement, customary law, dispute settlement, land of
labepura
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